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11 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang
dilaksanakan secara terus menerus, fokus, gradual dan berkelanjutan. Pembangunan daerah
akan berjalan dengan baik jika memiliki instrumen yang dapat diyakini sebagai representasi
komitmen Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih transparan
dan akuntabel. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan
berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang
dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam
proses pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi
pedoman dalam penyusunan (APBD).

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempedomani Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), yang telah disusun berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan pembangunan
daerah secara komprehensif, yakni sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan atas dokumen perencanaan tersebut
maka selanjutnya dituangkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), yang dibahas dan
disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KUA
pada hakikatnya merupakan bridging (jembatan) bagi DPRD dalam mengakomodasi RKPD
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini terkait
dengan fungsi dan peran DPRD sebagai lembaga pengawasan, penganggaran dan pembentukan
perda terkait proses penyusunan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan :

1. Ketentuan Umum KUA dan PPAS
Penyusunan APBD didasarkan prinsip:
a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
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tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;

dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat
dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah  untuk melakukan

penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)

tahun.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12

tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

a.

C.

Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD.
Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di  bidang perencanaan  pembangunan  nasional dan
menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
1)  pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah daerah;
2)  prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran
berkenaan;
3) teknis penyusunan APBD; dan
4)  hal-hal khusus lainnya.

KUA memuat:
1)  kondisi ekonomi makro daerah;
2)  asumsi penyusunan APBD;
3) kebijakan Pendapatan Daerah;
4)  kebijakan Belanja Daerah;
5)  kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit
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dalam  mencapai target kondisi ekonomi makro daerah,
asumsi  penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,
kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
Sub kegiatan dapat dianggarkan:
1)  untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub
kegiatan tahun jamak.
Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang
tercantum dalam RPJMD.
Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling
sedikit:
1)  pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang
secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan
1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12
(dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
2)  pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan
3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran,
antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan
sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
Penganggaran  Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA  dan
PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak
melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah
berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan
prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyusunan KUA dan PPAS menggunakan Klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.
Proses penyusunan  KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
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2.  Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS
Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,
Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

a. Kepala Daerah menyampaikan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat
minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD.

b. Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub
kegiatan baru dalam KUA dan PPAS vyang tidak terdapat dalam
RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan KUA dan
PPAS.

C. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi
kriteria ~darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS ditandatangani oleh Kepala
Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi
pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

f. Tata cara pembahasan  KUA dan  PPAS dilakukan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

1) Nama kegiatan;

2) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
3) Jumlah anggaran; dan

4) Alokasi anggaran per tahun.

h. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil

Kepala Daerah bertugas untuk:

1) Menyampaikan KUA dan PPAS kepada DPRD; dan

2) Menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota Kesepakatan
PPAS

I Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau
sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas
untuk:

1)  menyampaikan KUA dan PPAS kepada
DPRD:; dan

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS

J. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
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sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD
bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

K. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama KUA dan
PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak KUA dan PPAS disampaikan
kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan  Peraturan Daerah tentang
APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, KUA, dan PPAS vyang
disusun
Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara
Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Ketentuan Pelaksanaan
a. Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD

diuraikan sebagai berikut:

1)  TAPD menyiapkan seluruh isi KUA menggunakan data dan informasi
terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD;

2)  TAPD menyiapkan seluruh isi  PPAS menggunakan data dan informasi
terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan
yang bersumber dari RKPD.

b. Kepala Daerah menyampaikan KUA dan PPAS kepada DPRD.
C. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan = KUA dan  PPAS.

Pembahasan tersebut mengacu pada muatan KUA dan PPAS.

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan
hasil pembahasan KUA dan
PPAS.

e. Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS dituangkan dalam nota
kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama
antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

4. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikan informasi
yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam
ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
llustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lain sebagai
berikut:

a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);

b.  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

c.  Nota Kesepakatan KUA,
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d.
e.
f.

Nota Kesepakatan PPAS;
Nota Kesepakatan Tahun Jamak;

Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah untuk :

1.

Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam
RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023;

Menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023.

Dasar (hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023

berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1.
2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
PembangunanNasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi  Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
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10.

11.

12.

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun
2023,
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BAB Il
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten OKU Selatan Tahun
2023 sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor
09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Tahun 2023, dijelaskan bahwa Perekenomian daerah adalah gambaran secara umum
kondisi perekonomian dan analisis perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
Kenaikan pertumbuhan dari tahun ke tahun pada prinsipnya menjadi tantangan bagi
pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
daerah tersebut, untuk itu dengan memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya
khususnya dalam bidang pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, menjadi kata
kunci dalam mendukung pembangunan di Tahun 2023 yang akan datang. Pembangunan
ekonomi kerakyatan yang tertuju pada pertanian melalui pengembangan potensi unggulan
lokal dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif,
dukungan ketersediaan infrastruktur dan sarana, nilai tambah industri semakin meningkat,
dan kualitas belanja pemerintah serta penyerapan anggaran dapat membaik dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ke depan tidak
terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari COVID-19 yaitu penanganan
dampak pada sektor Perekonomian. seperti industri, UMKM, dan pariwisata yang
tidak dapat berjalan menghasilkan efek domino bagi kondisi Perekonomian di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hal ini dapat terlihat dengan semakin
menurunnya angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 0,37 %.

Namun demikian perekonomian pada tahun 2023 akan lebih baik dari pada
tahun 2023, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 akan
sama atau lebih besar dari 4,45%. Pada Tahun 2023, diperkirakan vaksin telah
didistribusikan secara merata di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah
terjadi herd immunity atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah
kasus COVID-19. Penurunan Kasus COVID-19 akan berdampak pada perbaikan
ekonomi. Industri sudah mendekati normal, Pariwisata sudah mulai bergerak,
perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur
stategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2023, perekonomian sudah
mulai pulih walaupun belum kembali seperti tahun 2019.
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Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem
perekonomian nasional dan regional, yang membawa konsekuensi bahwa
kondisi perekonomian daerah akan mempengaruhi kondisi perekonomian
nasional dan kondisi perekonomian regional dan sebaliknya. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan trend
capaiannya belum begitu baik karena belum mampu mencapai target yang
diinginkan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
pada tahun tahun 2021 (y-o-y) hanya mencatatkan pertumbuhan positif pada
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1333,27 persen;
sementara komponen lainnya mencatatkan kontraksi yaitu Perubahan Inventori
sebesar -3,76 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 2834,03 persen;
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5947,95 persen; Ekspor Barang
dan Jasa sebesar -1407,64 persen; Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit
yang Mengurus Rumah Tangga sebesar 54784 persen. Dari sisi lapangan usaha,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan tahun 2021 (y-o-
y) adalah Komponen Informasi dan komunikasi tumbuh positif sebesar 38,81
persen; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh

sebesar 2,09 persen; Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 251,72 persen.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk
mengukur pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Produk Domestik
Regional Bruto disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga
berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena
seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan,
sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar
tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010. Laju pertumbuhan
Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar
harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n
terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada
tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan
perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu

sebelumnya.

Selama beberapa tahun terakhir, PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 nilai yang
terbentuk sebesar 7.592,14 miliar rupiah. Pada tahun 2018, angka ini meningkat
menjadi 8.136,43 miliar rupiah dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi
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8.785,71 miliar rupiah dan menjadi 8.971,73 pada tahun 2020. Terakhir pada
tahun 2021, angka ini meningkat lagi menjadi 9.531,81 miliar rupiah.
Berdasarkan harga berlaku, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
memberikan kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB. Pada tahun
2021 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 31,88 persen,
meningkat dibanding kondisi tahun sebelumnya yang sebesar 31,25 persen.
Sektor ini juga mengalami peningkatan kontribusi yang paling besar. Sektor
lainnya yang mengalami peningkatan kontribusi antara lain sektor industri
pengolahan, dan sektor informasi dan komunikasi. Secara umum laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2021
mengalami eskalasi yang cukup baik setelah tahun sebelumnya mengalami
perlambatan, yaitu dari 0,37 persen pada tahun 2020 menjadi 4,38 persen pada
tahun 2021. Hal ini mengindikasikan membaiknya perekonomian pasca pandemi
Covid-19 yang menghambat beberapa kegiatan ekonomi pada tahun 2020.
Berdasarkan Distribusi PDRB, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,09 persen. dari Perdagangan sebesar 22,50

persen.  Sementara  dari  sisi  kontruksi  sebesar 16,85  persen.
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Tabel 11.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2017-2021

NO Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021
A Pertanian, kehutanan, dan perikanan 247769 2,580.39 2,733.33 2,790.48  3,038.59
B Pertambangan dan penggalian 133.57 146.57 159.13 160.91 167.54
C Industi Pengolahan 570.52 624.74 699.05 712.98 762.88
D Pengadaan listrik dan gas 6.77 7.28 7.83 8.77 9.48
E Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3.25 3.66 411 4.44 4.44
F Konstruksi 1,287.98 1,418.98 1,509.98 1,512.80 1,585.57
G Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 1,627.25 1,777.04  2,002.74 2,019.14  2,141.53
H Transportasidan pergudangan 68.60 76.99 83.49 81.73 83.14
I Penyediaan akomodasi dan makan minum 72.79 82.31 96.81 99.19 105.59
J Informasi dan komunikasi 46.88 54.15 61.47 68.77 75.66
K Jasa Keuangan dan asuransi 74.30 78.34 80.86 81.66 84.81
L Real estate 336.45 378.66 425.97 440.83 459.05

MN  Jasa perusahaan 1.80 211 2.39 2.43 2.48
O  Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 408.59 410.00 416.60 432.90 443.99
P Jasa pendidikan 328.68 338.23 347.33 369.50 370.68
Q  Jasa kesehatan dan kegiatan social 91.79 95.64 106.24 116.87 121.07

RSTU Jasa lainnya 55.23 61.37 68.37 72.36 75.31
Produk Domestik Regional Bruto 7,592.14  8,136.43  8,795.70 8,975.76  9,531.81

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan, (Kabupaten OKU Selatan Dalam Angka Tahun 2023)
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Tabel 11.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2017-2021

NO Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021
A Pertanian, kehutanan, dan perikanan 1,878.20 1,933.02 2,009.94 2,021.02 2,137.83
B Pertambangan dan penggalian 95.92 102.23 109.40 109.25 113.22
C Industi Pengolahan 374.44 396.82 433.66 430.01 443.04
D Pengadaan listrik dan gas 2.83 3.03 3.31 3.64 3.90
E Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 1.65 1.80 1.98 2.09 2.04
F Konstruksi 819.66 883.88 931.39 931.13 958.49
G Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 914.55 976.16 1,038.90 1,026.01 1,082.25
H Transportasidan pergudangan 40.75 43.74 46.47 4481 45.70
I Penyediaan akomodasi dan makan minum 41.51 4497 50.46 50.18 53.30
J Informasi dan komunikasi 28.99 32.13 35.34 38.81 42.62
K Jasa Keuangan dan asuransi 51.56 52,75 53,31 53,92 54,94
L Real estate 264.89 283.48 303.80 312.55 323.40
MN  Jasa perusahaan 1.28 1.40 1.49 1.46 1.48
@) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 304.78 315.38 319.57 322.58 329.34
P Jasa pendidikan 242.01 248.88 246.87 251.32 259.75
Q Jasa kesehatan dan kegiatan social 64.37 66.58 71.28 75.59 77.41
RSTU  Jasa lainnya 47.67 50.32 53.20 54.73 56.42
Produk Domestik Regional Bruto 5,175.05 5,436.56 5,712.92 5,734.09 5,985.14

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan, (Kabupaten OKU Selatan Dalam Angka Tahun 2023)
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Tabel 11.3
Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2017-2021

NO Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021
A Pertanian, kehutanan, dan perikanan 32.63 31.71 30.98 31.25 31.88
B Pertambangan dan penggalian 1.76 1.80 1.81 1.79 1.76
C Industi Pengolahan 7.51 7.68 7.96 7.95 8.00
D Pengadaan listrik dan gas 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
E Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
F Konstruksi 16.96 17.44 17.16 16.83 16.63
G Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 21.43 21.84 22.78 2251 22.47
H Transportasidan pergudangan 0.90 0.95 0.95 0.91 0.87
I Penyediaan akomodasi dan makan minum 0.96 1.01 1.10 1.11 1.11
J Informasi dan komunikasi 0.62 0.67 0.70 0.77 0.79
K Jasa Keuangan dan asuransi 0.98 0.96 0.92 0.91 0.89
L Real estate 4.43 4.65 4.85 491 4.82

MN  Jasa perusahaan 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
@) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 5.38 5.04 4.73 4.83 4.66
P Jasa pendidikan 4.33 4.16 3.90 3.97 3.89
Q Jasa kesehatan dan kegiatan social 1.21 1.18 1.21 1.30 1.27

RSTU Jasa lainnya 0.73 0.75 0.78 0.81 0.79
Produk Domestik Regional Bruto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan, (Kabupaten OKU Selatan Dalam Angka Tahun 2023)
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Tabel 11.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2017-2021

NO Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021
A Pertanian, kehutanan, dan perikanan 3.21 2.92 411 0.67 5.52

B Pertambangan dan penggalian 5.12 6.58 7.01 -0.14 3.64

C Industi Pengolahan 8.81 5.98 9.27 -0.84 3.03
D Pengadaan listrik dan gas 8.10 7.06 9.26 10.08 7.11

E Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 10.01 9.47 9.98 5.25 -2.52

F Konstruksi 6.81 7.83 5.38 -0.03 2.94

G Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 2.01 6.74 6.43 -1.24 5.48

H Transportasidan pergudangan 0.52 7.33 6.25 -3.58 1.98

I Penyediaan akomodasi dan makan minum 6.96 8.32 12.21 -0.54 6.22

J Informasi dan komunikasi 8.66 10.86 99.98 9.83 9.80

K Jasa Keuangan dan asuransi 2.01 2.30 1.07 1.15 1.89

L Real estate 6.90 7.02 7.17 2.88 3.47
MN  Jasa perusahaan 11.27 8.88 6.44 -2.13 1.68
@) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 5.39 3.48 1.33 0.94 2.10

P Jasa pendidikan 5.69 2.84 -0.81 1.80 3.35

Q Jasa kesehatan dan kegiatan social 6.08 3.44 7.06 6.04 2.40
RSTU Jasa lainnya 8.27 5.56 5.72 2.87 3.10
Produk Domestik Regional Bruto 451 5.05 5.08 0.37 4.38

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan, (Kabupaten OKU Selatan Dalam Angka Tahun 2023)
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3. Inflasi
Laju inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus
menerus yang ditimbulkan karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push
inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi.
BPS menggunakan pengelompokan inflasi berdasarkan pengelompokan Inflasi

Inti dan Inflasi non Inti. Pengelompokan ini disebut disagregasi inflasi.

Inflasi Inti merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten
(persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor
fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai
tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), Ekspektasi Inflasi dari
pedagang dan konsumen. Sedangkan Inflasi Non Inti merupakan komponen
inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor
fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari Inflasi Komponen Bergejolak
(Volatile Food) dan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah

(Administered Prices).

Volatile Food merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh
shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam,
atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun
perkembangan harga komoditas pangan internasional. Sedangkan Administered
Prices merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks
(kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif

listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juni 2023 mengalami inflasi sebesar 0,89
persen, Inflasi Tahun Kalender 2023 (kumulatif) sampai bulan Juni 2023 sebesar
4,36 persen. Inflasi Tahunan “Year on Year” (Juni 2023 terhadap Juni 2021)
sebesar 5,39 persen. Komoditas dominan yang menyebabkan terjadinya inflasi
bulan Juni 2023 di Sumatera Selatan, yaitu: cabai merah, bawang merah, dan telur
ayam ras mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan jika dibandingkan

dengan ratarata harga bulan Mei 2023.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten OKU Selatan Tahun
2023, dijelaskan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari COVID-19 yaitu
penanganan dampak pada sektor Perekonomian. seperti industri, UMKM, dan
pariwisata yang tidak dapat berjalan menghasilkan efek domino bagi kondisi

Perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hal ini dapat terlihat dengan
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semakin menurunnya angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 0,37 %.
Tantangan yang dihadapi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara sektoral pada
tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tantangan pada sektor investasi adalah membangkitkan kembali realisasi penanaman
modal yang tadinya menurun akibat pandemi COVID-19 sehingga kondisi investasi
yang ideal untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat
tercapai kembali;

2. Tantangan pada sektor bahan pangan terletak pada kondisi bahan pangan olahan di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang merupakan bahan pangan besar
berorientasi ekspor, terutama produk pangan olahan. Pandemi COVID-19 memiliki
dampak yang sangat besar bagi kondisi bahan pokok olahan di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, baik dalam hal pemasaran produk hasil olahan maupun dalam
aspek penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja sektor bahan
pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara keseluruhan. Oleh sebab itu
tantangan sektor bahan pangan adalah substitusi bahan baku impor, penyesuaian alur
produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi bahan pangan 4.0;

3. Tantangan pada sektor pariwisata yaitu kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala
Besar) dan/atau PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang
berdampak pada penutupan sejumlah destinasi pariwisata, perhotelan, restoran, dan biro
perjalanan. Hal ini berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan
dengan besarnya jumlah karyawan sektor pariwisata yang di-PHK dan

dirumahkan;

4. Tantangan pada sektor perdagangan tercermin dari kondisi ekspor Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan yang menjadi penyumbang ekspor terbesar nasional. Ekspor dan
impor Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cukup terganggu dengan adanya
COVID-19. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekspor Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, serta menurunnya impor bahan baku dan barang yang
merupakan 90% komoditas impor Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kedua hal
tersebut dapat dikatakan sebagai imbas dan penyebab menurunnya aktivitas industri di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada perdagangan di tingkat Usaha Menengah
Besar, Usaha Mikro Kecil dan Usaha Pertanian menurut survey BPS (2020), hanya
sekitar 50,56 perusahaan yang beroperasi normal di tengah pandemic COVID-19;

5. Tantangan pada sektor pangan terkait ketersediaan bahan pangan. Pada sisi produksi
ketersediaan pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cukup memadai tetapi
sistem transportasi dan logistik pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas, sehingga
produk petani tidak bisa dipasarkan yang memicu rendahnya harga jual di tingkat

petani; dan
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6. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang mengalami dampak
terbesar dalam pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PHK dan

karyawan yang dirumahkan sebagai akibat dari aktivitas usaha yang terhenti.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023
dijelaskan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban
Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip- prinsip transparan,
efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah,
pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat
pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang

cukup dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari
penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan
pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang
penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan
selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-
APBD) antara lain pendanaan melalui pendanaan APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota;
pinjaman bank; PHLN; dana kemitraan dunia usaha; Kerja sama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku
usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
(TJSL) Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan (PKBL) di Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, yang semuanya berkolaborasi menjadi potensi sumber
penerimaan guna menunjang belanja pembangunan daerah. Konsep pendanaan pembangunan
di Ogan Komering Ulu Selatan dikenal dengan 6 (enam) pintu anggaran dalam membangun
Ogan Komering Ulu Selatan.
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Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan
dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan
sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang
terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023.
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BAB Il
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian
nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan
Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan
kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada
tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan
kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.
Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka

perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Arah kebijakan
pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran
pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang
dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top
down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran
dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD
dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP
Tahun 2023: “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, pembangunan nasional

diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi :

1. Industri

2. Pariwisata

3. Ketahanan Pangan
4. UMKM

5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital

7. Pembangunan Rendah Karbon

8. Reformasi Perlindungan Sosial

9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:
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Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri,

yang ditandai dengan pencapaian:

a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%

b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%

c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T

Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk pempercepat pemulihan dan pertumbuhan

sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan

b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39

Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan

masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8

b. Nilai Tukar Petani 102-104

c. Nilai Tukar Nelayan 102-105

d. Ketersediaan Beras 44 juta ton

e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton

f.  Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn

Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap

ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:

a. Pertumbuhan Wirausaha 3%

b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%

c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%

Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur,

yang ditandai dengan pencapaian:

a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit,
dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.

b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi

c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km

d. Penambahan Debit Air Baku 5 m3/s

e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR

f. Pembangunan  Akses Sanitasi Aman  (sistem  terpusat dan  sistem
setempat) 2.000.000 SR

g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha

h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh

Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkanpemerataan dan kualitas layanan

digital, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
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b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik
kumulatif 42,85%

c. 72.500 SDM talenta digital

d. 12,4 juta local champion literasi digital

e. Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi

f.  Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber

Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan

emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:

a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%

b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%

c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%

d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW

Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan

sosial, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%

b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%

¢. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%

d. Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk
berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk

Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas

SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%

b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%

c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%

d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasias Teknologi (PPBT)

e. 900 Paten Domestik

Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan

meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional,

yang ditandai dengan pencapaian:

a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%

b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk

c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%

d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%

e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%

f.  RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%

h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab
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Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 — 6,0 %

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
Rasio Gini sebesar 0,376 — 0,378

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 — 73,48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 — 27,1 %
Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104

Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105

Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 — 9,0 %

© N o o M w0 DN PE

Adapun target kontribusi Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian target pembangunan
nasional Tahun 2023 yang diukur dalam indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I111.1
Target Kontribusi Provinsi Sumatera Selatan

Dalam Pencapaian Target Pembangunan Nasional Tahun 2023

No. Target Kontribusi Persentase
1 Target Laju Pertumbuhan Ekonomi 5.8-6.5
2 Target Tingkat Kemiskinan 11.94-12.77
3 Target Tingkat Pengangguran Terbuka 3.45-4.47

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden

dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang
dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan

kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, — melanjutkan  pembangunan infrastruktur  untuk
menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke
kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan

nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan

Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan Kerja,

memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
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5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA

menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi

kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bmemagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh)

Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil

dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan

berdaya saing melalui:

a.

Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian
serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya
energi, serta kehutanan; dan

Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi,

industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas

sebagai berikut:

a.

Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru

Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;

2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;

3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;

4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan

5) Pengembangan industri pendukung EBT.

Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan

kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);

2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;

3) Penyediaan air untuk pertanian;

4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;

5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya
termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan

6) Pengembangan waduk multiguna.

Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan

prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
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2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut
secara berkelanjutan;

3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian,
perikanan dan kepastian pasar;

4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi
pertanian; dan

5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan

prioritas, yaitu:

1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan
ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;

2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;

3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk
kelautan dan perikanan;

4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan
dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan

5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan
perikanan.

Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi,

dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah
Besar;

2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;

3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan

4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

Peningkatan nilai tambah, lapangan Kkerja, dan investasi di sector riil, dan
industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro

yang terintegrasi hulu-hilir;

2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui

pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;

3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk

wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;

4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
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5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi

ketenagakerjaan; dan
6) Pengembangan industri halal.

g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan

Jasa,;
2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) Pengelolaan Impor;

4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui

Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;

6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan

Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan

7) Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade
Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan

diplomasi ekonomi.

h. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:

1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;

4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan

Pariwisata; dan

5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan
Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan

Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana
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pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu

menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,

b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,

c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,

d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung
ekonomi unggulan daerah, serta

e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan
yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
meningkatkan kualitas dan daya saing SDM vyaitu sumber daya manusia yang sehat dan

cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f.  Pengentasan kemiskinan; dan

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas

sebagai berikut:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Sistem jaminan sosial nasional;
2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
3) Kesejahteraan Sosial.
c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan

reproduksi;
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2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:
1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
3) Kualitas Pemuda.
f.  Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
3) Reforma Agraria; dan
4) Perhutanan Sosial.
g. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pendidikan dan Pelatihan VVokasi Berbasis Kerjasama Industri;
2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan

4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan
sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang
berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara

terpadu yang bertumpu pada:

a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;

b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu, revolusi mental juga diperkuat melalui
upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderiasasi beragama dan
meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreatifitas.
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Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas

sebagai berikut:

a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan
Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan
Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos
kerja, gotong royong, dan budi pekerti;

2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya
birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;

3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan
peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;

4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental,

5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan
Pancasila; dan

6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan
kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan
patriotism.

b. Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter
Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan
Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:

1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter
bangsa dan kesejahteraan rakyat;

3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat
kebudayaan yang inklusif;

4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam
perkembangan peradaban dunia; dan

5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan
Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan
tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat
beragama;

2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;

3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan

5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
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d.

Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat

Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Budaya Literasi;

2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan
aksara daerah, serta sastra;

3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan

4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan

Dasar Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta

mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan

pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a.

b.
C.
d.
e.

Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan
infrastruktur wilayah;

Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas

sebagai berikut:

a.

Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;

4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan

6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Konektivitas Jalan;

2) Konektivitas Kereta Api;

3) Konektivitas Laut;

4) Konektivitas Udara; dan

5) Konektivitas Darat.

Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Transportasi Perkotaan; dan

2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.

Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
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2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
e. Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan

3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya
tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan
lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan
diarahkan melalui kebijakan:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c. Pembangunan Rendah Karbon.
Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
sebagai berikut:
a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup;
2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup;
3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup; dan
4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup.
b. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penanggulangan Bencana; dan
2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
c. Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan

3) Pengembangan Industri Hijau.

7.  Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta
pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan

negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
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dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;
b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.
Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
sebagai berikut:
a. Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
c. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan Kkegiatan prioritas,
yaitu:
1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
2) Transformasi pelayanan publik;
3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
d. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
2) Penguatan Keamanan Laut; dan

3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.21 Laju Inflasi
Perkembangan inflasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cenderung fluktuatif,
yang dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat internal
maupun eksternal antara lain disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan kenaikan tarif
dasar listrik yang berdampak kenaikan harga bahan pokok di pasar yang berdampak
kenaikan dan faktor eksternal lainnya. Adapun perkembangan inflasi di Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan seperti pada Grafik 111.1 berikut:
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Grafik 111.1
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Tabel 111.2

Perkembangan Inflasi di Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018 — 2023

— TAHUN/ INFLASI PALEMBANG INFLASI SUMSEL INFLASI INDONESIA
BULAN BULAN ‘ KUMULATIF ‘YOY BULAN ‘KUMULATIF ‘YOY BULAN ‘KUMULATIF ‘YOY
1 2018 2.78 2,74 3,13
2 2019 2,06 2,06 2,72
3 2020 1,50 1,55 1,68
4 2021 1,84 1,82 1,87
Januari 0,43 0,43 1,31 0,42 0,42 1,37 0,26 0,26 1,55
Februari -0,08 0,35 0,97 -0,08 0,34 1,01 0,10 0,36 1,38
Maret 0,17 0,53 1,11 0,15 0,49 1,12 0,08 0,44 1,37
Apil 0,33 0,86 1,57 0,33 0,83 1,16 0,13 0,58 1,42
Mei -0,02 0,84 1,41 0,01 0,84 1,46 0,32 0,90 1,68
Juni -0,01 0,83 1,21 -0,01 0,83 1,24 -0,16 0,74 1,33
Juli -0,06 0,77 1,43 -0,06 0,76 1,46 0,08 0,81 1,52
Agustus -0,04 0,74 1,75 -0,05 0,71 1,74 0,03 0,84 1,59
September 0,05 0,78 1,84 0,06 0,77 1,84 -0,04 0,80 1,60
Oktober 0,07 0,85 1,75 0,08 0,85 1,74 0,12 0,93 1,66
November 0,56 1,41 2,00 0,54 1,40 1,98 0,37 1,30 1,75
Desember 0,42 1,84 1,84 0,42 1,82 1,82 0,57 1,87 1,87
5 2023 3,44 3,44
Januari 0,94 0,94 2,36 0,93 0,93 2,34 0,56 0,56 2,18
Februari -0,01 0,93 2,43 -0,01 0,92 2,41 -0,02 0,54 2,06
Maret 0,70 1,63 2,97 0,69 1,61 2,96 0,66 1,20 2,64
Apil 0,96 2,61 3,61 0,96 2,59 3,60 0,95 2,15 3,47
Mei 0,81 3,44 4,47 0,83 3,44 4,44 0,40 2,56 3,55
Juni 0,90 4,37 5,42 0,89 4,36 5,39
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3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai

indikator dini, pertumbuhan ekonomi OKU Selatan pada keseluruhan tahun 2023

diperkirakan meningkat dengan inflasi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi

OKU Selatan pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun

2022. Perbaikan aktivitas perekonomian global dan nasional mendorong peningkatan

kinerja perekonomian OKU Selatan baik dari sisi permintaan maupun lapangan

usaha. Percepatan dan perluasan program vaksinasi juga menumbuhkan optimisme

para pelaku usaha dan mendorong kinerja di beberapa sektor.

Tabel 111.3
Proyeksi Indikator Makro
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023-2026

No - Satuan Target Tahun ke Kondisi
2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Akhir

1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 67.23 | 67.67 | 68.30 | 68.94 | 69.58 69.58

2 Persentase Penduduk Miskin Persen 9.00 897 | 874 | 851 | 8.29 8.29

3 Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen 2.24 219 | 214 | 209 | 2.04 2.04

4 Pertumbuhan Ekonomi Persen 4.45 500 | 533 | 567 | 6.04 6.04

5 Pendapatan per kapita JutaRp | 32.26 | 33.65 | 35.09 | 36.60 | 38.18 38.18

6 Ketimpangan pendapatan Indeks | 0.257 | 0.250 | 0.244 | 0.237 | 0.231 0.231

Sumber : RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021-2026

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

yang disebutkan di atas, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan 2023 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan

. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

. Peningkatan akses pendidikan berkualitas

. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender

. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas

2
3
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5
6
7

. Peningkatan investasi
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4.1

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan
Untuk Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan menyusun dokumen perencanaan dan
penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan mengacu pada Peraturan
Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali
dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif ~tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau
masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan
mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang
paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan
pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak
daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok,
jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan

Daerah terdiri atas:
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1. Struktur Pendapatan Daerah

PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) DBH; dan
(2) DAU.
b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik; dan
(2) DAK Non Fisik.
2) Dana Insentif Daerah;
3) Dana Otonomi Khusus;
4) Dana Keistimewaan;
5) Dana Desa.
b. Transfer Antar-Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Hibah;
b. Dana Darurat;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan
kebijakan :
1. Penganggaran pajak daerah:

a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
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Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak
daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta
memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio
perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun
2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus
melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan.
Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis
teknologi.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor
paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan
kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan
dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian
provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit
50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari
pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian
kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima
puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-
masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program
jaminan kesehatan nasional.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan
sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan,
keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan

retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:
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1) pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk
mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan
UMKM;

2) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat
utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan
Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2%
(dua persen);

3) Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan
penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk
tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan
komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua
dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru
kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat
terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta
alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar
darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan
kapal atas air dan kapal bawah air;

4) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft
Vehicle Personel (LCVP), landing craft machine, hidrofoil, dan
kapal rumah sakit.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan
menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas
Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.

Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan

pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.

Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut

nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:

1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

2) menghambat mobilitas penduduk;

3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan

4) Kkegiatan impor/ekspor; dan
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5) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek
strategis nasional (PSN) tertentu.

m. Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana
tercantum pada butir 1.c.1).a).(10) dan butir 1.c.1).a).(11) wajib
disetorkan seluruhnya ke kas negara.

n. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek
strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak
dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota
dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan,
atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya
yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Penganggaran retribusi daerah :

a. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi
retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta
memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi,
dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang
dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Yyang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
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Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi
bersangkutan.

Perhitungan  tarif  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan

mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara

Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan

Sampah.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah

secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis

teknologi informasi.

Pendapatan retribusi daerah yag bersumber dari Dana Kompensasi

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan

dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:

1) Objek DKPTKA:

a) retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA
perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di
lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

b) retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan
RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam
satu kabupaten/kota.

2) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar
Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan
TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;

3) Pemerintah  provinsi/kabupaten/kota  Bersama-sama  dengan
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan
TKA sesuai wilayah kewenangannya;

4) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA
secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah
kewenangan provinsi masing-masing, bersama-sama dengan
Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat
imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan

keimigrasian.
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I. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian
lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas
dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

J. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan
kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit
kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada
akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi
daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan
retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai
dengan kode rekening berkenaan.

k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

I.  Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan
atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:

1) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung
selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;

2) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman
beralkohol selanjutnya disebut retribusi lzin tempat penjualan
minuman beralkohol;

3) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut
retribusi izin trayek; dan

4) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut

retribusi izin usaha perikanan.

Pemegang luran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai
akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah,
obyek retribusi peizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub

rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.
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3. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah
yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau
manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan/atau

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi
Pemerintah Daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Penganggaran lain-lain pad yang sah

a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, yang terdiri atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

3) hasil kerja sama daerah;

4) jasa giro;

5) hasil pengelolaan dana bergulir;

6) pendapatan bunga;

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai

akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
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pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan
pendapatan daerah;

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

11) pendapatan denda pajak daerah;

12) pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah
Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna
(BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan
kebijakan:

1. transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:

a. Dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)
a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

(1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB)

selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak

Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal

25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

(WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi

sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-

Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi
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mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan,
dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan
negara yang dinamis, diantaranya dengan
mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun
terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan
DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran
2023, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

(2) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi
DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-
Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

b) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil

Tembakau (DBH-CHT)

(1) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

(2) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian
DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota  Tahun
Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata
pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun
Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun
Anggaran 2020.

(3) Dalam hal,

1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi
DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan

dan/ atau terdapat perubahan; atau
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2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023  atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari

Sumber Daya Alam

(1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber
Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan,
DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-
Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas
Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-
Perikanan;

(2) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran
2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA
Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan dengan memperhatikan
kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis,
diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH
3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata
pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun
Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun
Anggaran 2020.

(3) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat

perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi
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DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-
SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

(4) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun
Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-
tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran
2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

(5) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran
2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran
2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

(6) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan
belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan
DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada
realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran
2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.
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d)

(7) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2)
informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui
portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

(8) Dana Transfer Umum, Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT
dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom
baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

(1) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023
atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun
Anggaran 2023 vyang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan.

(3) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan
atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun
Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU
didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

(4) Dalam hal
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1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan; atau

2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun
Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Transfer Khusus

a) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan
sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer
khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

b) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan
sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi
Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

c) Dalam hal KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah
bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023
melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,
Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Dalam hal
1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana
Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal

Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan
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b.

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer
Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Insentif Daerah

1) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

2) Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian
Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3) Dalam hal
1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana
Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan
alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber

dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada
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pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana
Insentif Daerah.
c. Dana Otonomi Khusus

1) Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang
memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

3) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana
Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi
Khusus Tahun Anggaran 2022.

4) Dalam hal
1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana
Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.

5) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan
setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

d. Dana Keistimewaan
1) Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2) Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3) Dalam hal
1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana
Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan
Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran
2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

e. Dana Desa (DD)

1) Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal

Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana
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Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun
Anggaran 2022.
4) Dalam hal

1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana
Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau

2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah
lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak
Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun
Anggaran 2023.

3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023
mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023,
penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi
Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

4) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum
direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target
Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung
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dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
b. Pendapatan bantuan keuangan

1) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

2) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau
kabupaten/kota, terdiri atas:

a) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima
dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

b) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima
dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD
penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, yaitu:

a) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

b) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

c) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan

d) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

4) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah
menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
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4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain
pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran Lain-

lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
1. Pendapatan hibah

a. Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa
yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima
maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

c. Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam
rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang
besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi
SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan:

1) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan
Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak
kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu
lintas jalan; dan

2) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran
pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri,
dan sosialisasi.

d. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan
kesediaan untuk memberikan hibah.

f. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintan Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan
berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan

Pemberian Hibah.
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0. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri
yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan
berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah
serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar
Negeri untuk tahun yang ditetapkan.

h. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya
sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

2. Dana Darurat

a. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan
kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai
keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai
perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun
Anggaran 2023.

d. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat
Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah
menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

a. Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan antara lain meliputi:
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1) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang
diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023
dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

2) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus
Provinsi Papua dan Papua Barat
a) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai

rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun
Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan.

b) apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana
Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau
ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

c) penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan
pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

b. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari
bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata

Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan
Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Prediksi (target) pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

pada Tahun Anggaran 2023 diperkirakan mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran
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2023.Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan
sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya meningkatkan pelayanan dan
efektifitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unit-unit produksi.
Pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat maupun bantuan dari
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus dapat diefektifkan melalui koordinasi
akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil
dari Pemerintah Provinsi. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah,
langkah yang perlu diambil adalah melakukan evaluasi dan simulasi terhadap
komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan
OKU Selatan Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.
1.483.431.920.404,00 atau diproyeksikan naik dibandingkan dengan Pendapatan
APBD Tahun 2022 sebesar Rp.1.394.660.909.444,66.

Daerah  Kabupaten

Adapun Proyeksi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat

dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1V.1

Proyeksi Pendapatan Kabupaten OKU Selatan

Tahun 2021 - 2023

. 2021 2022 2023
Kode Uraian
4. PENDAPATAN DAERAH 1,377,934,613,711.58 1,394,660,909,444.66 | 1,391,9953,544,720.00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 51,514,2199,598.11 56,603,902,170.89 63,509,266,769.00
4.1.01. Pajak daerah 16,684,514,083.40 19,187,191,195.91 20,187,588,103.00
4.1.02. Retribusi daerah 12,758,581,036.95 13,396,510,088.80 3,398,400,000.00
4103 Hasil pengelolaan keuangan
e - 5,160,720,787.12 5,418,756,826.48 6,423,278,666.00
daerah yang dipisahkan
4.1.04. Lain-lain PAD yang sah 16,910,403,690.64 18,601,444,059.71 33,500,000,000.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,257,065,908,938.47 1,268,702,522,098.56 | 1,308,693,806,387.00
4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 1,138,701,812,574.45 1,147,435,043,068.67 1,220,455,513,142
4.2.02. Transfer Antar Daerah 118,364,096,364.02 121,267,479,029.89 88,238,293,245.00
43 Lain-Lain Pendapatan Daerah
e 69,354,485,175.00 69,354,485,175.00 19,750,471,564.00
yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah 69,354,485,175.00 69,354,485,175.00 4,502,440,000
JUMLAH PENDAPATAN 1,377,934,613,711.58 1,394,660,909,444.46 | 1,391,953,544,720.00
DAERAH

Sumber : RKPD Kabupaten OKU Selatan 2023, BPKAD OKU Selatan 2023
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BABV
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi semua
pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh
daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam
1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan Belanja Daerah tahun anggaran 2023
memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara
bertahap.

b. Penganggaran terpadu;
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub
kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun
anggaran yang direncanakan.

c. Penganggaran berbasis Kinerja;
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antra pendanaan dengan
keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang
dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

2. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan
prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan
pencapaian sasaran pembangunan.

3. Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar
publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar pelayanan minimal.
Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah
mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang
terkait dengan pelayanan dasar publik.

4. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target

kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan
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10.

11.

12.

berdasarkan petimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan

alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah

tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi

kewenangan daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional

Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah

Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi

kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka

penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan
normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek
kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya dengan

fokus pelayanan kesehatan:

a. optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan traching dan
tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan
kapasitas pengujian di laboratorium;

b. optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang
isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan
manajemen kasus/tata laksana yang jelas;

c. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga
kesehatan, beserta insentifnya;

d. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam
konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap
memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan
kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar

belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja

ASN pada Pemerintah Daerah.

Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan

regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.

Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka

pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan
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14.

15.

16.

17.

18.

fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan
mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang
bersangkutan.

Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan
daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan
penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan
pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana
Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

Struktur belanja daerah pada APBD

BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
. Belanja Hibah; dan

=h @

Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah;
b. Belanja Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Jalan;

e. Belanja Irigasi dan Jaringan;

=h

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil;

b. Belanja Bantuan Keuangan.
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Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

5.1.1 Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi

dirinci atas jenis:
1. Belanja pegawai

a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang
diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan
anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan
guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen)
dari total belanja APBD.

c. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan
guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan
sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan
penggunaannya.

d. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga
puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai
daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

e. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi
dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah
dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan
perundang-undangan, dan honorarium.

f.  Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja
SKPD Sekretariat Daerah;
2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD
Sekretariat DPRD; dan
3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
g. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan

ketentuan:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN
serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan
Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun
2023.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai

dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5%

(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji

pokok dan tunjangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala

Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta

ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran

2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan

kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan

dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

a) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud
didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

b) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman
pada peraturan pemerintah.

c) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan
kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek
efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta
rasionalitas.

d) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud,
kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi

pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam
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Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan

pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di

bidang keuangan.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan

pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak

sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di  bidang keuangan melakukan

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas

usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal

Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2023,

dengan ketentuan:

(1) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran
sebelumnya;

(2) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran
sebelumnya sepanjang:

(@) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai
dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau
kompensasi lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang diterima pegawai ASN
pada tahun anggaran 2023;

(b) merupakan pemberian TPP berdasarkan Kkriteria
kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait
langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan
Corona Virus Disease 19, meliputi SKPD vyang
melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang
melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang
melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD
yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD
yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD
yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD
lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.

(c) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat
dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada
perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat

Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
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9)

h)

)

K)

(3) Persetujuan  diajukan setelah  Pemerintah  Daerah
melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan
penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan
Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan
pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan

Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru

ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN

Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan

salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan

pertimbangan objektif lainnya.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang

melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur

perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya.

Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang

menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan

yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu
yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020

tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan

kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan

Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur
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perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya.

[) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian
sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan
waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja kegiatan dimaksud.

(1) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan
honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional
(SHSR).

(2) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium
selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran
dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan
Harga Regional.

(3) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan
honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan
sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan
penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan
yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek
belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek
belanja honorarium ASN.

n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis
belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja
pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD,
Kepala Daerah dan DPRD.

2. Belanja barang dan jasa

a.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran

prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
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b.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja
jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang
dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan

ketentuan:

1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang
berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang
bekas dipakai.

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun
Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain  memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

c) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak  ketiga/pihak  lain ~ dalam  rangka
melaksanakan  program, kegiatan dan sub  kegiatan
Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah
yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD,
dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran
berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun
atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta

didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub
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kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap
pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja
Jasa terdiri atas:

a) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

(1) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan
kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada
ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara
spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(3) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada
pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air,
telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;

(4) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah
berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran luran Jaminan/Asuransi meliputi:

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan
Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai
yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara
lain:

(@) kepala desa dan perangkat desa; serta
(b) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNPNSD);

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan
keuangan Jaminan Kesehatan:

(@) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar
luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai
kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan
pada SKPD yang menangani urusan kesehatan

pemberi pelayanan kesehatan;
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(b) Pemerintah Daerah menganggarkan luran dan bantuan
iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah;

(c) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan
Bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar secara
mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas 1l sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage
(UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran
bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan
kelas 111 selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu
Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan
luran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib
melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan
Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya
jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

(4) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri
(sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya
dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan
Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan
Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

(@) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau
pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan
masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah
kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan
kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya
dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur
dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang
dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan
penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh
Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau
langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar
dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus

non aktif karena menunggak iuran.
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(b) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/
pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan
gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga
tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan
Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan
kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan
kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan
Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta
Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas
kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta
dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar
kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan
Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus
rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer
lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan
Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan
Pemerintah Daerah.

c) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran
kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang
dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan
fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang
melaksanakan urusan kesehatan.

d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS
Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa
medical check up, kepada:

(1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami
dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak,
dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD vyang secara fungsional terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di

dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit
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f)

9)

h)

)

K)

Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di

Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan
kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan
melalui perjanjian Kkerja/kontrak sebagai perlindungan atas
risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan
untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi
tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian
kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan
akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan
mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan
irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa
konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi
kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap
yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi
untuk konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh
ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai
Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
Penganggaran ketersediaan layanan (availibility payment)
digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan
layanan (availibility payment) untuk pembayaran secara
berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas
tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau
kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan

dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
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(1) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf

Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta

unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, diprioritaskan
pelaksanaannya pada masing-masing wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

(@) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait
dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara
selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi
narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

(b) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk
menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar
wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

(c) Dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona
Virus Disease 19, penerapan protokol pencegahan
penularan Corona Virus Disease 19 serta penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman Corona
Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik
aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi,
penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara
virtual berbasis teknologi informasi.

(d) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,
lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat

dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi
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3)

4)

informasi  dengan  pertimbangan antara lain
keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi
dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,
lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat
dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan
protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease
19.

I) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai
non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi
pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja Pemeliharaan:

a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi
perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja

perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar

negeri diuraikan:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk

menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas
kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah,
pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk
menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung
dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan
perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah

untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023



®)

4

)

oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh

agama, dan lainnya;

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk

menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi

pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan
pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan
lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang
dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas

di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya

diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang

transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri
rapat, seminar, dan sejenisnya;

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

(@) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh
Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang
dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di
dalam kota Pemerintan Daerah peserta dan biaya
perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah
Daerah peserta, yang meliputi:

i. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota;

ii.  Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullooard/
residence);

iii.  Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota
maupun dari luar kota;

iv.  Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta,
panitia/moderator, dan/atau narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.

(b) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport,
uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
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(2)

(b)

Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh
Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan
di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya
perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah
Daerah peserta, meliputi:

I. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota;

ii. Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/
residence);

iii. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau

narasumber baik yang berasal dari dalam kota

maupun dari luar kota;

iv.  Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta,

panitia/moderator, dan/atau narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.
Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport,
uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang

mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan

untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang

dilaksanakan di luar negeri.

(2) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar

negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya

masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33

Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar

negeri memperhatikan ketentuan:

(1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka

kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas

dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,

dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan
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jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja
dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan
kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan
dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar
negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah.

d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan
aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau
lumpsum, khususnya meliputi:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya
diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil
bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi
madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak
keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi
madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel
di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana
perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara
lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19
(Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya
riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease
19).
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5)

e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut
termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan
perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan

Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,

rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program,

kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub
kegiatan dimaksud.

a) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang
diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam
bentuk:

(1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

(2) penghargaan atas suatu prestasi;

(3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

(4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat
penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan
non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(5) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

(7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya
yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

b) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah
berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam
RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis
belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran
berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan
diserankan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa

sampai siap diserahkan.
Belanja bunga

a. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang
berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga
utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga
utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun
anggaran berkenaan.

c. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok
utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran
berkenaan.

d. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang
dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada
SKPD selaku SKPKD.

e. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut
dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

Belanja subsidi

a. Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja
subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan
Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif
Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada
BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif
yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM vyang
mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara

penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan
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subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat

persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro

kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu.

5. Belanja hibah dan bantuan sosial

a. Belanja hibah

1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan

dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib

dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Belanja hibah diberikan kepada:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lainnya;

Badan Usaha Milik Negara;

BUMD; dan/atau

Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia;

Partai Politik.

(1) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama
pada masa status keadaan darurat bencana non alam,
Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi
olen Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk
penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19
melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai
politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan
perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

(2) Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018
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3)

4)

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.

(3) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik
tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah
(NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik.

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari

kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah Kkerjanya

berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi
vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.

b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1
(satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan
daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam
negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan
untuk penyediaan blanko KTP.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah terkait yaitu:
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a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan
pada SKPD;

b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan
dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  dianggarkan pada SKPD yang
melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah
Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

5) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam
RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas
usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan
perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah
dikecualikan dari peraturan ini.

7) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023
mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

a) individu;

b) keluarga;

¢) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;

d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang
tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat

diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali

bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam

rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan
dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan
kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan
pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang
tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi
secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,
politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada
penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah terkait yaitu:

a) Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dianggarkan pada SKPD;

b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan
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sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat
Daerah;

10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam
RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas
usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

11) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan
peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan
bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.

12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023
mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.
5.1.2 Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

2. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah
sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai
dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran |
Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor
17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

3. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan
Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

4. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap
dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset
tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

5. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria

lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara
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10.

11.

andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada
APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

1) belanja modal tanah;

2) belanja modal peralatan dan mesin;

3) belanja modal bangunan dan gedung;

4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5) Dbelanja modal aset tetap lainnya;

6) belanja aset lainnya;

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya
rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset,
dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi
dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau
peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam
belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

a. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak
yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang
disepakati; atau

b. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.

c. penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan
mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan

kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi,

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan

pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan
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pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang
milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik
daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new
initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar
kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

12. Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya
aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional
Khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait
pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan kententuan peraturan
perundang-undangan.

13. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus
sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau
bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas,
satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan

sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana
alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan
sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan Kkarakteristik masing-masing
Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan
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pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang
terjadi pada tahun sebelumnya;
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona
Virus Disease 19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan
memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
5.1.4 Belanja Transfer

1. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada
pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

2. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang
bersumber dari:

1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan
bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang
bersangkutan dengan ketentuan:

a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota
sebesar 30% (tiga puluh persen);

b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh
persen);

c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan

e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air
yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil
penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada
kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh

persen).
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4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi
kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu
jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi
dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2023.

6) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun
Anggaran 2023.

7) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap
bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah
provinsi.

8) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak
daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023,
disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun
Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

9) Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari
retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

10) Pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan
desa.

a) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil
pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah
kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada
pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah
pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi
dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian
pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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¢) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap
bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.

d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target
pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun
Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada
Tahun Anggaran 2023.

11) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2023.

12) Pendapatan pajak daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu
kepada Pemerintan Daerah lainnya sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di
wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah
provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada
desa.

3) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.
Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan
pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau
pemerintah desa penerima bantuan.

4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan
olen Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya
diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

5) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai
penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuali
peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku

pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau
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pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib
mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan
khusus.

6) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan
penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran
pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

7) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi Dana
Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota
Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan
serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota
pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.

9) Pemerintah  kabupaten/kota yang memiliki desa  harus
menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa
dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang
diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD
Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi
atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang
terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik.

11) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur
100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki
desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam
APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah
desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2023 dan
terpisah dari ADD tahun 2023.

12) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan
keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
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5.2

13) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2023.

14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja
Transfer

Rencana Belanja Daerah Kabupaten OKU Selatan selain mempertimbangkan
kebijakan di atas, juga turut memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten
OKU Selatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran
fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan
juga secara konsisten dan berkesinambungan terus mempertahankan alokasi
anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar
gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat
umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang
langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan,
dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

4. Besaran belanja Infrastruktur daerah dimaksud dihitung dari total belanja modal
dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk
aparatur, seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang
mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas. Belanja
infrastruktur daerah berupa belanja yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan
tugas dan fungsi yang menghasilkan keluaran untuk menunjang alokasi anggaran
kesehatan, alokasi anggaran pendidikan, dan alokasi anggaran lainnya yang
langsung berkaitan dengan infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2023.

5. Alokasi anggaran lainnya tersebut berupa belanja yang langsung terkait dengan

percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi untuk
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meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah berupa: a. pengadaan
dan/atau pemeliharaan fasilitas teknis dan fisik, sistem informasi, perangkat keras,
perangkat lunak; dan/atau b. belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan belanja
bantuan sosial yang menghasilkan keluaran langsung berkaitan dengan
infrastruktur.

Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19
khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Kabupaten OKU
Selatan juga  mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung
pemulihan ekonomi tersebut di daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan
produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan
penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin
terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan
kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah dalam pembangunan
dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal
produksi Kabupaten OKU Selatan dalam upaya peningkatan penggunaan aspal
sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Tabel V.1

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1 Belanja Operasi 770,140,836,137.76 | 895,681,426,347.00 | 873,449,921,602.00
5.1.01 Belanja Pegawai 420,535,939,637.00 | 545,671,996,048.00 | 506,980,986,544.00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298,104,392,463.26 | 318,103,570,699.00 | 336,019,226,625.00
5.1.03 Belanja Bunga 0,00 4,202,168,025.00 4,202,168,025.00
5.1.05 Belanja Hibah 50,618,652,875.00 |  25,917,681,408.00 24,466,290,408.00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 881,851,162.50 1,786,010,167.00 1,770,000,000.00

5.2 Belanja Modal 315,252,007,378.44 | 291,856,179,386.00 | 265,880,335,124.00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52,625,021,477.34 47,656,387,651.00 32,313,477,276.00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65,179,876,394.31 95,753,541,000.00 76,462,073,920.00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 189,986,487,270.35| 147,938,037,000.00 | 156,944,703,928.00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7,460,622,236.44 508,213,735.00 160,100,000.00

5.3 Belanja Tidak Terduga 10,822,752,344.69 10,000,000,000.00 2,000,000,000.00

5.4 Belanja Transfer 297,012,951,968.00 | 296,007,371,830.00 | 283,971,785,230.00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 0.00 2,391,631,830.00 2,391,631,830.00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 297,012,951,968.00 | 293,615,740,000.00 | 281,580,153,400.00

Sumber : RPIMD Kab.OKU Selatan Tahun 2021-2026 dan Proyeksi RKPD Tahun 2023
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah
pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan
daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat diketahui bahwa penerimaan
pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi
oleh SiLPA tahun sebelumnya yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk
memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut.
PEMBIAYAAN DAERAH
1. Penerimaan Pembiayaan

a. SiLPA;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
b. Penyertaan Modal Daerah;
c. Pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel V1.1 berikut.

Tabel VI.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Uraian 2022 2023

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN 112,408,401,861.00 76,337,267,236.00
PEMBIAYAAN

6.1.1 | Sisalebih Perhitungan Anggaran | 37 556 659 121 00| 76,337,267,236.00
(SiLPA) Tahun Anggaran

sebelumnya
6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah 74,849,750,740.00 0,00
6.2 PENGELUARAN 5.100.000.000,00 43,000,000,000.00
PEMBIAYAAN
6.2.1 | Penyertaan Modal Daerah 5.100.000.000,00 3,000,000,000.00
6.2.2 | Pembaaran Cicilan Pokok Utang 0,00 40,000,000,000.00
yang Jatuh Tempo
JUMLAH PEMBIAYAAN 107,308,401,861.00|  33,337,267,236.00
NETTO

Sumber : BPKAD OKU Selatan 2023

6.1 Penerimaan Pembiayaan

1. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan
pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:
a. SiLPA
1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional
dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran
2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada
Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya
SiLPA yang direncanakan.
2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD,
pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan
lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan

Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga
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sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat
tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran
pembiayaan.

3) Dalam hal terdapat SiLPA vyang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran
sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud
sesuai penggunaannya.

4) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus
dipenuhi.

5) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah
Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja
infrastruktur  pelayanan publik daerah yang berorientasi pada
pembangunan ekonomi daerah.

Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas Pencairan dana cadangan

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan
diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan
dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan
penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan
obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

4) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman
daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam  Peraturan Daerah
tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5) Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank,
Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah).

6) Mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri

Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
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7)

8)

9)

a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang, kecuali
lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

c) kerangka acuan kegiatan;

d) RPJMD;

e) RKPD;

f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;

g) APBD tahun anggaran berjalan;

h)  Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;

i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran
pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman
serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;

J) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman
yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;

k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk
mengembalikan pinjaman/DSCR; dan

I) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang
akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup

kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk

membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah,

Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan

bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan

investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam
rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan

Daerah, dengan tujuan:

a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD
yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana
daerah;

b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan
belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut
tidak dilaksanakan; dan/atau

¢) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala

Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau
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kepentingan strategis nasional sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

10) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi
daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang
menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari
Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang Dberasal dari
penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.

12) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala
Daerah.

13) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
f.  Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

1.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran
pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada
jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan
pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban
Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran
berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang.
2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah
harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya

kewajiban dimaksud.

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023 m



3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk
pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan
pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala
Daerah bersama DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD.

3) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah
memperhatikan ketentuan:

a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah
terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah
yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang
disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh
Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan
modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis
penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan
penyertaan modal daerah.

b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi
yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan
daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

d) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah
tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada
tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri

sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada
Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah
Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang

disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD,

sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan
berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat
melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah
modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk
memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Khusus untuk Bank

Pembangunan Daerah modal inti minimum sebesar

Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada 31 desember 2024

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali,

melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi

kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen)

oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat

menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk

dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun
pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan

kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga

Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development

Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum

perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen)

dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen),

Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut
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dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang
antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

10) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan,
perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta
peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu,
Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna
peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada
masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

11) PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang
membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan
penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha
PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi
PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan
untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

c. Pembentukan Dana Cadangan

1) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit
memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program,
kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran
dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer
ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran
pelaksanaan dana cadangan.

2) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud
ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas
Peraturan Daerah tentang APBD.

3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun
2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemberian Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 untuk sumber penerimaan berasal

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman
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Daerah. Silpa diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan
anggaran. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk Penyertaan
Modal Daerah antara lain terdiri dari penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel

dan Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Saka Selabung Muaradua.
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan
strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan
dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam
mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan
ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada
prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan
prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan
Sumatera Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat
hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam
mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai
target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1.  Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam
pelayanan dan pendapatan;

2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang
memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan
kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan
transparansi;

3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

4.  Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;

5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi
dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;

6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata
kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta
pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk
peningkatan pelayanan masyarakat.

7. Menerapkan transaksi non tunai;

8. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah

melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

9.  Perubahan Pajak Reklame dengan melakukan penyesuaian Kelas Jalan Reklame sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan tentang Reklame

10. Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar
yang wajar

11. Mengimplementasikan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;

12.  Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan
ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;

13. Ekstensifikasi Objek Pajak Galian C dan Pajak Restoran terhadap Dana Desa.

14. Ekstensifikasi Pajak Restoran terhadap kegiatan Perangkat Daerah

15. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat kesepakatan perihal pertukaran data informasi
terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.

16. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

17. Menyusun kebijakan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak Usaha Retail di Kabupaten
OKU Selatan yang akan membawa efek terhadap bagi hasil pajak penghasilan badan
usaha.

Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan :

1.  Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain,
seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan,
sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada

beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya
sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU

tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;

3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses
verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga
belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenaialokasi Tahun Anggaran
2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

4.  Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan
penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat
dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2023;

5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.
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Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja
daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil
dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam
program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap
terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai
dengan sasaran pembangunan tahun 2023, sebagai berikut :

1.  Memenuhi belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah
setiap tahunnya.

2. Mendukung program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah guna
menyelesaikan permasalahan pokok daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan
pendanaan.

3. Mendukung sinergi program dengan kebijakan nasional dan provinsi.

4.  Memenuhi kewajiban belanja dana transfer ke desa dalam bentuk bantuan keuangan
maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Desa.

5. Merencanakan alokasi belanja operasi untuk hibah dan belanja bantuan sosial baik berupa
uang maupun barang, belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga,
berdasarkan prioritas pembangunandaerah, serta disesuaikan dengan ketersediaan dana
dan pemenuhan prioritas kebutuhan.

6. Merencanakan belanja yang dapat memiliki daya ungkit untuk menggerakkan
perekonomian daerah seperti belanja modal infrastruktur serta belanja barang dan jasa.

7.  Meningkatkan kualitas manajemen belanja daerah dengan meningkatkan konsistensi
tahapan perencanaan dari awal disusunnya prioritas program dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi belanja honorarium PNS, sewa gedung dan

kendaraan, biaya perjalanan dinas, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor.
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BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun
Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati
Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada
saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya.
Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan
terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan—pendapatan yang
bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Dana Bagi Hasil), dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi
(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai
berikut :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya
kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau
pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu
anggaran indikatifnya;

2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program
kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan
tingkat urgenitas dan kebutuhan;

3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan
APBD.

4. Proses Penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten OKU Selatan dilaksanakan

dengan menggunakan aplikasi SIPD.

KUA vyang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2023 dan
Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Koz ‘



Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan
dengan harapan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat merasakan

manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI M., B. COMMERCE

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023 [uE0k) ‘



